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ABSTRACT

The purpose of this study is to determine if it is possible to apply Income Tax to income that is
exempt from tax objects under Article 4 Paragraph (3) of the Income Tax Law. This study
employs a descriptive qualitative research strategy in which analysts provide context for, or
otherwise transform, translate, and explain the significance of, data or phenomena gathered
firsthand (Megawani et al., 2018). This study makes use of library searches as its primary
method of gathering data. Descriptive analysis was used for this study's research
methodology. Research and analysis show that income excluded from objects under Income
Tax Article 4 Paragraph 3 may still be subject to income taxation. This is because income
excluded from a tax object may be considered a tax object under certain circumstances. To
avoid multiple interpretations which can lead to disputes between taxpayers and tax officials,
the authors suggest that the government through the tax authorities can legally provide a
clear definition of income that is exempt from tax objects. By providing a clear definition
according to the concept of the applicable Income Tax Law, it can provide legal certainty for
the taxpayer community and tax officials in carrying out their duties.
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PENDAHULUAN

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang secara paksa berdasarkan Undang-
undang, orang pribadi atau badan, tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya keperluan negara, sebagaimana tercantum dalam “Undang-undang No. 7 Tahun 2021
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). kesejahteraan dan kemajuan
masyarakat. Menurut Pasal 1 Angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah setiap orang atau badan
yang mempunyai hak atau kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan
perpajakan, yang meliputi wajib pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak.
(www.pajakku.com)

Indonesia, seperti banyak negara lain, sangat bergantung pada pendapatan pajak untuk
mendanai layanan penting pemerintah. Pajak menyumbang sekitar 80% pendapatan nasional dan
digunakan untuk tujuan pemerintahan. (www.cnnindonesia.com)

Fungsi regulasi perpajakan adalah satu hal, dan fungsi pendanaan adalah hal lain. Pajak,

dalam peran regulasinya, mempengaruhi tindakan masyarakat agar sesuai dengan norma-norma
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sosial. Minuman beralkohol, misalnya, dikenakan PPnBM yang sangat tinggi untuk mengurangi
konsumsi masyarakat Indonesia. Pajak Ekspor, Bea Masuk, dan PPnBM merupakan jenis pajak
yang paling umum digunakan sebagai instrumen pengaturan. Sementara itu, tujuan utama pajak
adalah menghasilkan pendapatan untuk dibelanjakan. Pengeluaran pemerintah untuk barang dan
jasa publik merupakan penerima utama pendapatan pajak.

Banyak orang yang bertanya-tanya apa yang terjadi pada Raffi Ahmad dan Indra Bekti
setelah mendengarnya di CNBC Indonesia. Di mana Raffi memberikan uang tunai lima puluh
juta Rupiah (Rp) kepada Bekti untuk membantu biaya perawatan medisnya. Terlepas dari apa
yang terjadi antara Raffi dan Bekti, tindakan dermawan seperti ini lumrah terjadi di masyarakat
kita. Total jumlah donasi seseorang berpotensi sangat besar. Tidak ada cara untuk mengabaikan
implikasi pajak dari hal ini. Apakah bantuan atau sumbangan itu kena pajak, mengingat tidak
sepele dan berasal dari orang yang tidak ada hubungannya dengan pemberi? Dukungan dari
berbagai sumber, seperti yang diberikan Raffi kepada Bekti, bisa dikenakan Pajak Penghasilan di
Indonesia (cnbcindonesia.com) apabila jumlah yang diterima melebihi Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) penerima.

Sedangkan menurut Pasal 43al UU Pajak Penghasilan, bantuan keuangan dan
sumbangan amal tidak dikenakan pajak. Namun Raffi dikabarkan harus membayar pajak
penghasilan atas uang yang diberikannya kepada Bekti.” Hal ini memberikan konteks
penelusuran penulis mengenai apakah sumbangan dan bantuan yang secara teknis dikecualikan
dari pajak masih dikenakan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul “Analisis Atas Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Atas
Bantuan Atau Sumbangan”.

KAJIAN PUSTAKA

Teori daya dukung memberikan kepercayaan pada temuan penelitian ini. Menurut teori
daya dukung, besarnya pajak yang dikenakan tidak boleh melebihi kemampuan membayar wajib
pajak, dengan memperhitungkan penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran wajib pajak. “Ada dua
metode yang digunakan untuk menilai daya dukung seseorang; yang pertama adalah yang
obyektif yang memperhitungkan pendapatan dan aset seseorang. Dan ada elemen yang samar-
samar, seperti seberapa besar sebenarnya kebutuhan material tersebut. Wajib Pajak hanya wajib
membayar pajak penghasilan jika penghasilan kena pajak lebih besar dari PTKP
(www.pajak.com) atau penghasilan tidak kena pajak. Oleh karena itu, penelitian ini diyakini
berpotensi menjelaskan mengapa setiap wajib pajak dalam mengajukan pajaknya akan memiliki
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pengetahuan untuk melaporkan pajak secara akurat, berdasarkan penghasilan dan kekayaannya,
serta sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga tidak mengambil keuntungan. celah. Pajak
adalah iuran wajib kepada negara yang terutang secara paksa berdasarkan Undang-undang, orang
pribadi atau badan, tanpa imbalan langsung, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya keperluan
negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Barang Kena
Pajak diklasifikasikan sebagai berikut, sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7
Tahun 2021:
1. a. Orang pribadi, sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia
ataupun di luar Indonesia.
b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak
pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris.

2. Korporasi, perseroan terbatas, perseroan lain, badan usaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, dan organisasi, lembaga, dan kelompok orang dan/atau modal lainnya merupakan
contoh entitas. Setiap lembaga, badan, dan lain-lain, milik Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan suatu usaha atau melakukan kegiatan untuk
memperoleh penghasilan, adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik
Daerah, apapun nama sah atau susunan organisasinya. . Istilah "asosiasi" cukup luas
untuk mencakup pengelompokan orang-orang yang memiliki tujuan atau nilai yang sama.

3. Lokasi tetap suatu perusahaan dianggap sebagai entitas kena pajak sebagaimana halnya
korporasi.

Penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 meliputi setiap peningkatan kemampuan ekonomi Wajib Pajak, baik yang diperoleh di
dalam maupun di luar wilayah Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau
menambah kekayaan Wajib Pajak. Ada dua jenis individu yang mengajukan pajak: penduduk
Amerika Serikat dan penduduk negara lain. Segala penghasilan yang diperoleh di Indonesia
atau di luar negeri harus dilaporkan dan dikenakan pajak dengan tarif umum (tarif yang
ditentukan dalam pasal 17 UU PPh) dan SPT harus disampaikan oleh Wajib Pajak dalam

negeri.
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Sedangkan bagi warga negara non-Indonesia tidak wajib menyampaikan SPT dan
dikenakan pajak atas penghasilannya di seluruh dunia dengan tarif yang sepadan (tarif UU
Pajak Penghasilan pasal 26) atas penghasilan yang diperoleh di Indonesia.

1. Afrizal Izzaki B.M, Suparna Wijaya (2017)
Temuan penelitian bertajuk Analisis Upaya Wajib Pajak Melakukan Penghindaran Pajak
Melalui Hibah mengungkapkan bahwa wajib pajak memanfaatkan ketentuan Pasal 4 ayat
3 UU Pajak Penghasilan dengan memanfaatkan jenis hibah yang bukan merupakan objek
pajak. . untuk menghindari pembayaran pajak.

2. Suparna Wijaya, Aditya Setiawan (2021)
Hasil penelitian bertajuk Potensi Penghindaran Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 Oleh Wajib Pajak Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa
terdapat beberapa perubahan ketentuan bagi wajib pajak akibat diberlakukannya PP 23
Tahun 2018 menggantikan PP 46 Tahun 2013. Beberapa modifikasi tersebut tidak
menutup kemungkinan akan membuka peluang bagi wajib pajak untuk melakukan
praktik penghindaran pajak. Misalnya saja CV dan perusahaan yang dikecualikan dalam
penerapan PP 23 Tahun 2018, namun tidak bagi wajib pajak badan berupa PT yang
memberikan jasa terkait pekerjaan bebas. Untuk memanfaatkan tarif lebih rendah yang
diberikan PP 23 Tahun 2018, wajib pajak yang akan membentuk badan usaha dapat
memilih untuk berbentuk PT dibandingkan CV atau firma..

3. Fauzan Zaki (2019)
Temuan penelitian bertajuk Analisis Hukum Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak
yang Dilakukan Perusahaan Berdasarkan Undang-undang Perpajakan di Indonesia
menunjukkan bahwa tindakan Penghindaran Pajak yang dilakukan manajemen
perusahaan dalam upaya mengurangi beban pajak merupakan tindakan yang melanggar
peraturan perundang-undangan. Tidak jarang wajib pajak atau dunia usaha memanfaatkan
celah hukum. Hal ini terjadi karena wajib pajak mampu memanfaatkan celah hukum
untuk menurunkan kewajiban perpajakannya. Perusahaan yang melakukan penghindaran
pajak akan menghadapi pengenaan sanksi penghindaran pajak dan potensi rusaknya
reputasi mereknya. Sayangnya, tidak semua anggota dewan memahami apa yang
diharapkan dari mereka. Akibatnya, perusahaan tidak dapat berfungsi secara normal atau
sebagaimana mestinya.

4. Rifaldi Josua Muaja, Jullie Sondakh, & Steven Tangkuman (2015)
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Hasil penelitian yang bertajuk Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Bagi Wajib Pajak
Badan Pada PT. Elsadai Servo Cons menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil
menerapkan perencanaan pajak melalui dua strategi yaitu memberikan pendidikan dan
pengembangan sumber daya manusia, serta memberikan tunjangan natura. Jika PT.
Elsadai Servo Cons serius dalam menyederhanakan pembayaran pajak penghasilannya,
harus menerapkan perencanaan pajak. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dipikirkan
sebelum memutuskan bagaimana menerapkan perencanaan pajak.
5. Mauliana Julianti (2019)

Hasil penelitiannya yang berjudul Analisis Penerapan Perencanaan Perpajakan Dalam
Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan
menunjukkan bahwa upaya perusahaan dalam mengurangi tagihan pajaknya kurang

terorganisir dan tidak efektif.
METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk
menjelaskan, mentransformasikan, menerjemahkan, dan mendeskripsikan makna data atau

fenomena yang ditemukan (Megawani dkk, 2018).

Penghasilan ‘
Objek Pajak Bukan Ohjek
Pajak

T erutang PFPh Terutang PPh Tidak Terutang
FFh

Gambar 3. 1 Kerangka Pemikiran

Penelitian perpustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk
penelitian ini. Menurut Megawani dkk. (2018), tinjauan pustaka adalah suatu pendekatan untuk
mempelajari dan mendiskusikan suatu topik dengan mengumpulkan informasi dari berbagai

bahan pustaka (referensi). Tinjauan literatur menghasilkan informasi yang dikumpulkan oleh
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para ahli yang berpengetahuan luas di bidangnya untuk menambahkan konteks pada perdebatan

yang ada. Beberapa metode digunakan untuk mengumpulkan informasi untuk tinjauan literatur :

a. Memepelajari konsep dan teori dari berbagai sumber yang berhubungan dan mendukung
pada masalah yang sedang diteliti.

b. Mempelajari materi kuliah dan bahan tertulis lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yaitu berupaya
memberikan gambaran keadaan objek melalui pengumpulan data, kategorisasi, analisis, dan
interpretasi guna menarik kesimpulan yang sesuai dengan kenyataan dan memajukan tujuan

penelitian (Figram & Lina, 2021).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengenaan Pajak Atas Bantuan atau Sumbangan

Menerima bantuan atau sumbangan merupakan salah satu bentuk pemberian kepada
orang lain, demikian pula pemberian bantuan atau sumbangan merupakan bentuk pemberian
kepada diri sendiri. Pajak Penghasilan (PPh) wajib dibayar oleh penerima jika menerima segala
bentuk bantuan atau sumbangan yang termasuk dalam objek pajak. Apabila PT A merupakan
produsen suatu jenis barang yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B, maka bantuan
atau sumbangan PT A kepada PT B akan dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3)
Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila PT A menerima sumbangan bahan baku dari PT
B, maka sumbangan bahan baku tersebut dianggap sebagai Barang Kena Pajak. Karena ada
hubungan komersial antara kedua organisasi, bantuan atau sumbangan apa pun akan dikenakan
pajak.
Ketentuan Pajak Penghasilan atas Bantuan atau Sumbangan bagi Pihak Penerima

Sepanjang bantuan atau sumbangan tersebut tidak diterima dalam rangka hubungan
kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak
yang bersangkutan, maka tidak termasuk objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf a
angka 1. Semua zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang
didirikan atau disahkan oleh pemerintah, dan semua zakat yang diterima oleh penerima zakat
yang berhak menerima zakat, serta semua sumbangan keagamaan yang diwajibkan bagi
pemeluk agama lain yang diakui di Indonesia, dan semua sumbangan keagamaan yang diterima
oleh lembaga keagamaan yang didirikan atau disahkan oleh pemerintah, harus diperlakukan
sama seperti bantuan atau sumbangan. Yang kami maksud dengan zakat adalah zakat
sebagaimana didefinisikan oleh Undang-undang.
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Bisa jadi ada hubungan bisnis antara pemberi dan penerima; Misalnya, PT A dapat
menjadi produsen suatu golongan barang tertentu yang bahan baku utamanya diproduksi oleh
PT B. Sumbangan bahan baku yang diberikan PT B kepada PT A merupakan objek pajak yang
diterima PT A.

Ketentuan Pajak Penghasilan atas Bantuan atau Sumbangan bagi Pihak yang Memberi

Penerima bantuan keuangan atau sumbangan amal akan dikenakan pajak penghasilan
atas setiap keuntungan yang timbul akibat pengalihan harta. Apabila pihak pemberi wajib
menyelenggarakan pembukuan, maka keuntungannya adalah selisih antara harga pasar dan sisa
nilai buku fiskal; jika tidak, itu adalah harga perolehan. Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020), agar pihak pemberi bantuan atau sumbangan dapat
dikecualikan dari Objek Pajak, maka harus dipenuhi dua syarat berikut:

1. Diakui oleh organisasi dan perseorangan yang berdasarkan atau diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020), seperti lembaga keagamaan,
lembaga pendidikan, badan sosial (seperti yayasan dan koperasi), dan swasta. individu
yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

2. Jika tidak ada keterkaitan antar pihak dalam hal bisnis, pekerjaan, kepemilikan, atau

penguasaan.

Keluarga Sedarah Dalam Garis Keturunan Lurus Satu Derajat
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020), yang
dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah orang tua
kandung dan anak kandung.

Badan Keagamaan
Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan, termasuk
dalam kaitannya dengan Bantuan Zakat atau Sumbangan Keagamaan, yang dimaksud dengan
“badan keagamaan” adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan dengan mengawasi
bangunan utama keagamaan dan/atau melakukan kegiatan di bidang keagamaan. Karena
bersifat wajib maka tidak dikenakan pajak penghasilan.
Badan Pendidikan
Badan pendidikan sebagaimana dimaksud adalah badan yang tidak mencari keuntungan
dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan pendidikan.

Badan Sosial Termasuk Yayasan
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Badan sosial termasuk yayasan sebagaimana dimaksud adalah yang tidak mencari
keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan:
1. Pemeliharaan kesehatan
2. Pemeliharaan orang lanjut usia atau panti jompo
3. Pemeliharaan anak yatim dan/atau piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang
cacat
4. Santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya
5. Pemberian beasiswa
6. Pelestarian lingkungan hidup
Koperasi
Koperasi sebagaimana dimaksud adalah badan sebagaimana diatur dalam ketentuan

perundangan-undangan di bidang perkoperasian.

4.1.3.6. Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil
Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud adalah
orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria sebagai
berikut:
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah)
Hubungan Usaha
Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020)
mendefinisikan hubungan usaha sebagai hubungan yang berkembang sebagai hasil pertukaran
nilai yang wajar antara pihak-pihak yang terlibat.
Hubungan Pekerjaan
Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan pekerjaan
merupakan hubungan yang terjadi apabila terdapat hubungan berupa pekerjaan, pemberian jasa,
atau pelaksanaan kegiatan secara langsung atau tidak langsung antara Pihak pemberi dan Pihak
penerima.
Hubungan Kepemilikan
Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan kepemilikan
merupakan hubungan yang terjadi apabila terdapat penyertaan modal secara langsung atau
tidak langsung antara Pihak pemberi dan Pihak penerima.
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Hubungan Penguasaan
Hubungan di antara pihak-pihak yang bersangkutan berkenaan dengan penguasaan
merupakan hubungan yang terjadi apabila terdapat penguasaan secara langsung atau tidak
langsung antara Pihak pemberi dan Pihak penerima.
Potensi Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek
Pajak atas Bantuan atau Sumbangan
Tuan E karyawan PT V menerima Rp. 5.000.000,00 bantuan dari PT V sebagai contoh
pengobatan bantuan atau sumbangan. Karena hubungan kerjanya dengan PT V, Tuan E wajib
melaporkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 bantuan tunai yang diterimanya sebagai bagian dari
penghasilan kena pajak.
Lembaga Amil Zakat (LAZ) D, suatu badan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 UUD Ayat 2, menghibahkan mobil kepada Panti Asuhan W, suatu badan sosial
termasuk yayasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 UUD, dengan pasar harga
Rp150.000.000,00 dan sisa nilai buku fiskal sebesar Rp100.000.000,00. Sesuai maksud Pasal
4(4), LAZ D dan Panti Asuhan W berbagi kepentingan pengendali satu sama lain.” Pasal 6 ayat
(1) huruf i sampai dengan huruf m UU Pajak Penghasilan tidak dipenuhi oleh tambahan data
bantuan LAZ D. LAZ D tidak mampu mengurangi nilai mobil yang diterimanya sebagai
bantuan dari penghasilan kena pajaknya. Meskipun terdapat hubungan kepemilikan antara LAZ
D dan Panti Asuhan W, namun LAZ D tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan sebesar
Rp. 50.000.000,00 (Rp. 150.000.000,00 - Rp. 100.000.000,00) keuntungan pengalihan harta
karena baik LAZ D maupun Panti Asuhan W memenuhi syarat berdasarkan Pasal 5 sebagai
badan keagamaan dan badan sosial termasuk yayasan.
SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dapat ditarik kesimpulan bahwa penghasilan
atas bantuan atau sumbangan dapat dikecualikan dari objek pajak jika pemberi atau
penerimanya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat
Badan keagamaan
Badan pendidikan

1
2
3
4. Badan sosial termasuk yayasan
5. Koperasi

6

. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil
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Jika penghasilan atas bantuan atau sumbangan yang diterima atau diberikan tidak memenubhi
syarat-syarat tersebut maka penghasilan yang awalnya dikecualikan dari objek pajak, maka
dikatakan sebagai objek pajak penghasilan. Adapun syarat-syarat lainnya yang menyatakan
penghasilan atas bantuan atau sumbangan dapat di kecualikan dari objek pajak yaitu
sepanjang:

1. Tidak ada hubungan dengan usaha

2. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan

3. Tidak ada hubungan dengan kepemilikan

4. Tidak ada hubungan dengan penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Sekalipun terdapat hubungan kepemilikan atau penguasaan antara pemberi dan
penerima, penghasilan atau keuntungan dari bantuan atau sumbangan tersebut tetap
dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan jika penerimanya adalah badan keagamaan,
pendidikan, atau sosial, termasuk yayasan.

Peneliti dapat memberikan rekomendasi khusus kepada pemerintah berdasarkan
temuan penelitian ini, antara lain: meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan;
perbaikan mekanisme pengawasan terhadap tindakan Wajib Pajak yang berpotensi
melakukan penghindaran pajak; dan meminimalisir potensi penghindaran pajak yang
dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yaitu penghasilan yang tidak
termasuk dalam objek pajak. Dan melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai
penghasilan yang tidak termasuk objek pajak khususnya sumbangan dan bantuan agar wajib
pajak sadar bahwa penghasilan yang diterimanya dari sumber tersebut masih dapat dikenakan

pajak.
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